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ADA apa dengan bangsa ini? Dan
apa yang terjadi di negeri ini?
Pertanyaan yang hanya terendap
dalam benak. Di tengah kabar pe-
mutusan hubungan kerja (PHK) di-
mana-mana, hampir setiap hari ma-
syarakat disuguhi tontonan, pem-
bongkaran kasus-kasus korupsi
hingga kerugian negara yang bukan
hanya miliar namun ratusan triliunan
rupiah. Ironisnya, setelah men-
gaduk-aduk emosi warga, kasus
tersebut, entah kelanjutannya.

Kini muncul berita-berita lain yang
tidak kalah menaikkan emosi di da-
lam bulan ramadan. Laman Antara
mengabarkan, terungkap di tiga
tempat : Bekasi, Bogor dan Tegal,
kasus oplosan sekaligus penyu-
natan isi tabung gas 12 kg.
Sebelumnya, kasus serupa juga
terungkap di Bali dan Jombang.

Berita baru ini belum selesai dan
‘kian menarik’. Dalam waktu bersa-
maan, aparat mengungkap kasus
penyunatan MinyaKita. Bahkan
Menteri Pertanian menemukan buk-
ti ketidaksesuaian isi dengan yang
tertulis di kemasan, saat sidak di se-
buah pasar. Sementara, gerakcepat
Menteri Perdagangan juga lang-
sung menemukan pabrik yang
‘sunat’ volume MinyaKita. Pengecer
dan distributor di beberapa tempat,
disegel.

Luar biasa. Seakan ada ‘gawe be-
sar’ bernama ‘sunatan massal’
sedang dihelat negeri ini di be-
berapa tempat. Sayangnya, ini
bukan sunatan massal untuk anak
yatim piatu, tapi sunatan produk ke-
butuhan rakyat kecil. Polda Jawa
Tengah turut menghelat temuan
sunatan MinyaKita di Karanganyar.
Polda Jateng juga sudah menyetop
produksi di Karanganyar yang di-
lakukan dengan sistem manual (KR,
15/3).

Dalam KBBIlonline, sunat adalah
khitan, circumcision) merupakan tin-
dakan memotong atau menghi-
langkan sebagian atau seluruh kulit
penutup depan penis. Bagi masya-
rakat Muslim, sunat adalah hal yang
wajib. Ironisnya, kata sunat sudah
direduksi sedemikian rupa menjadi
setiap pemotongan atau pengu-
rangan adalah ‘sunat’. Dan inilah
yang terjadi sekarang.

Tentu ‘sunatan massal’ yang di-
helat saat ini tidak ada kaitan de-
ngan efisiensi yang dilantangkan

A ‘Sunat’, PHK dan Beban Perempuan

Presiden Prabowo Subianto.
Efisiensi digaungkan dengan
munculnya Inpres no 1 tahun 2025
untuk ‘keamanan’ uang negara.
Sedang ‘sunatan massal' tam-
paknya dilakukan pengusaha atau
pedagang curang untuk mendapat-
kan keuntungan pribadi..

Realita ini dapat menjadi ancam-
an besar bagi kesejahteraan rakyat
yang disiapkan menuju Indonesia
Emas, Indonesia yang lebih baik
dari sekarang. Miris, di tengah PHK,
daya beli menurun, pelbagai proble-
ma terkait kebutuhan hidup sehari-
hari muncul. Maka diakui atau tidak,
krisis ekonomi yang dihadapi pe-
merintah saat ini sangat berimbas
pada masyarakat kecil. Ketika daya
beli melemah, PHK dimana-mana,
nafas ekonomi keluarga terasa kian
terengah-engah.

Semua ini dapat dan akan menja-
di ancaman sekaligus meningkat-
kan beban perempuan. Ketika in-
dustri atau tempatnya bekerja
mengalami persoalan dan harus di-
tutup atau pengurangan SDM,
perempuan bekerja akan terancam
menganggur lebih dulu dibanding
laki-laki, dengan pelbagai alasan.
Mulai dari lelaki adalah tulang pung-
gung dan kepala keluarga hingga ti-
dak banyak ‘libur’ kerja bagi lelaki
seperti cuti haid, cuti melahirkan, se-
bagaimana diatur undang-undang
tenaga kerja. Meski dalam Perppu
Cipta Kerja, cuti haid sudah tidak la-
gi diatur. Di sisi lain, beban perem-
puan ibu rumahtangga pun kian be-
rat. Ketika kepala keluarga kena
PHK, kehidupan ekonomi semakin
sesak. Padahal kebutuhan rumah-
tangga semakin meningkat, karena
produknya disunat.

Problema ekonomi yang memu-
dahkan terjadinya kerentanan men-
tal dan sosial masyarakat. Dan perlu
disadari, situasi ini memudahkan
untuk memicu terjadinya kekerasan
dalam rumahtangga (KDRT) khu-
susnya kekerasan terhadap perem-
puan dan anak. Waspadai, beban
perempuan semakin meningkat!.

Pertanyaannya, sudahkan
dampak pada perempuan menjadi
perhatian stakeholder di tengah
kompleksitas persoalan bangsa?
Jika belum ada perhatian, sangat
dikhawatirkan akan mengganggu
perjalanan menuju  Indonesia
Emas? O-f
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Pita Penggaduh di Jalan Raya: Berkah atau Musibah?

BEBERAPA
waktu lalu di me-
dia sosial beredar
video dua motor
yang
bertabrakan pa-
da dini hari.
Keterangan
video tersebut
menyebutkan
ada korban meninggal pada kece-
lakaan tersebut. Beberapa waktu ke-
mudian juga beredar video seseorang
yang tengah tergeletak di jalan, seper-
tinya kejadian pada sore hari ketika
lalulintas tengah ramai. Tidak ada pen-
jelasan lebih lanjut mengenai kor-
ban pada kejadian tersebut.

Yang menarik adalah, kedua pe-
ristiwa tersebut terjadi pada lokasi
yang sama, yaitu Jalan Kaliurang,
tepatnya samping Gedung Pusat
Universitas  Gadjah  Mada.
Penyebab kecelakaan diperki-
rakan juga sama, yaitu menghin- |
dari polisi tidur kecil-kecil yang &
berjejer selang-seling pada sepa-
ruh badan jalan di sepanjang ruas
jalan tersebut. Kejadian tersebut
wajar menimbulkan pertanyaan,
sudah tepatkah pemasangan alat |
pengatur lalulintas semacam itu?

Untuk menjawab pertanyaan
ini, terlebih dahulu harus didefin-
isikan apa jenis alat pengatur
lalulintas yang dimaksud. Bila
mencermati Peraturan Menteri
Perhubungan (PM) Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2018
tentang Alat Pengendali dan
Pengaman Pengguna Jalan yang
diperbaharui melalui PM 14/2021, alat
pengatur tersebut adalah pita peng-
gaduh yang bernama rumble strip yang
merupakan bagian dari alat pengaman
pengguna jalan.

Pita penggaduh sebagaimana dise-
butkan pada Pasal 33 PM 82/2018 me-
miliki beberapa fungsi, yaitu mengu-
rangi kecepatan kendaraan, meng-
ingatkan pengemudi tentang objek di
depan yang harus diwaspadai, melin-
dungi penyeberang jalan, dan meng-
ingatkan pengemudi akan lokasi
rawan kecelakaan. Memperhatikan
fungsi tersebut, tentu keseluruhannya
bertujuan untuk meningkatkan kesela-
matan, baik pengendara maupun para
pengguna jalan lainnya. Lalu mengapa
fungsi yang ideal tersebut justru
menimbulkan ekses negatif yang tidak

Dwi Ardianta Kurniawan

diharapkan?

Beberapa hal dapat diperkirakan se-
bagai penyebab. Pertama, desain pita
penggaduh tidak sesuai dengan keten-
tuan. Dalam peraturan menteri telah
diatur dengan jelas bagaimana desain
untuk pemasangan pita penggaduh,
baik dari bahan, dimensi dan seba-
gainya. Aturan tersebut tentu sudah di-
dasarkan pada kajian, sehingga dapat
berfungsi dengan baik tanpa harus
menimbulkan efek samping yang tidak
diharapkan.

Dalam penerapannya, desain terse-
but tidak selamanya diikuti, misalnya
dalam bentuk ketinggian, panjang,
maupun bahan yang digunakan. Pe-
nyimpangan tersebut dapat berimp-
likasi pada terjadinya dampak yang ti-
dak diinginkan, misalnya kecelakaan
maupun kerusakan pada kendaraan.
Pada beberapa kasus, desain yang ti-
dak sesuai standar juga dapat berpe-
ngaruh pada kondisi kesehatan penge-
mudi, misalnya terjadinya kerusakan
syaraf tulang belakang karena goncan-
gan.

Penyebab kedua, perilaku pengemu-
di yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Tujuan pemasangan pita penggaduh
salah satunya untuk menurunkan ke-
cepatan pengemudi. Masalahnya, tidak
semua pengemudi memahami, atau

memahami namun tidak mau melak-
sanakan tujuan tersebut. Akibatnya,
pengemudi tetap  menjalankan
kendaraan pada kecepatan normal de-
ngan cara menghindari pita penggaduh
bila dimungkinkan.

Pada kasus yang disebutkan pada
awal tulisan, terjadinya kecelakaan
disebabkan oleh kombinasi kedua hal
tersebut. Desain pita penggaduh dibuat
hanya pada separuh badan jalan secara
berselang-seling, sehingga menyebab-
kan pengendara cenderung untuk ber-
manuver menghindar pada sisi jalan
lainnya. Hal ini sering tidak hanya di-
lakukan oleh kendaraan roda dua, na-
mun juga kendaraan roda empat,
walau hanya sebagian roda yang
dapat menikmati kondisi tanpa
goncangan. Dapat dibayangkan bi-
la hal tersebut dilakukan
bersamaan oleh kendaraan yang
datang dari kedua arah, kece-
lakaan hampir pasti akan terjadi
bila kendaraan tersebut melaju de-
ngan kecepatan tinggi.

Apa yang harus dilakukan agar
kejadian tersebut tidak berulang
kembali, tentu kembali ke penye-
bab terjadinya kecelakaan. Pada
jangka pendek, harus dilakukan
pemeriksaan desain pita peng-
gaduh agar sesuai dengan standar,
misalnya yang dipasang pada
Jalan Kaliurang juga Jalan
Ngampilan yang terindikasi ku-
rang memenuhi standar. Kedua,
yang memerlukan penanganan
jangka panjang adalah perubahan
perilaku pengemudi. Perlu dicam-
kan bahwa pita penggaduh tujuan-
nya untuk alat pengaman dan mening-
katkan keselamatan pelaku per-
jalanan, bukan untuk dihindari dan di-
akali keberadaannya. O-d

*) Dwi Ardianta Kurniawan,

Peneliti Pusat Studi Transportasi dan

Logistik (Pustral) UGM.

KR-JOKO SANTOSO

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-
kasih partisipasinya dalam menulis
dan mengirimkan artikel untuk SKH
Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya
redaksi hanya menerima tulisan lewat
email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata,
dengan mengisi subjek mengenai isu
yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan fotocopy identitas dan foto
diri. Terimakasih.

Efek Domino Krisis Fiskal RI

KONDISI
ekonomi Indo-
nesia belakang-
an ini menun-
jukkan tanda-
tanda mengkha-
watirkan.  Pe-
- merintah tam-
paknya meng-
. 4w .« alami kesulitan
dalam mengelola anggaran secara efek-
tif. Salah satu indikasinya adalah peng-
alihan Sisa Anggaran Lebih (SAL)
tahun 2024 sebesar Rp 300 triliun serta
efisiensi APBN 2025 sebesar Rp 306
triliun ke Danantara (www.ima-api.org,
25/02). Padahal, selama ini SAL digu-
nakan untuk menjaga roda ekonomi
tetap berputar di awal tahun. Kini, de-
ngan hilangnya buffer tersebut,
dampaknya mulai terasa—dari stag-
nasi ekonomi hingga keterlambatan
pembayaran gaji dan tunjangan bagi
ASN dan P3K (Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja).

Lebih buruk lagi, laporan realisasi
APBN 2025 per Februari belum juga
dirilis. Hal ini mengindikasikan bahwa
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mung-
kin sedang menyusun angka-angka
agar tetap terlihat rasional di tengah
tekanan fiskal yang besar. Namun,
upaya ini tidak serta-merta meningkat-
kan kepercayaan pasar. Alih-alih me-
redam kekhawatiran, ketidakpastian
ini justru memperburuk sentimen in-
vestor. Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG), terutama saham BUMN yang
tergabung dalam Danantara, masih
mengalami tren merah, yang mencer-
minkan keengganan pasar untuk ber-
spekulasi dalam situasi penuh ketidak-
pastian.

Dilema

Dalam kondisi ini, pemerintah meng-
hadapi pilihan sulit untuk menutupi
defisit APBN 2025. Awalnya diproyek-
sikan sebesar 2,6% terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB), namun dengan
berbagai tekanan fiskal, defisit bisa
meningkat mendekati 2,9% dari PDB
atau hampir Rp 900 triliun
(ww.ikpi.or.id, 13/03). Opsi paling cepat
untuk menutupi defisit ini adalah
berutang. Namun, institusi keuangan
global seperti IMF dan Bank Dunia

Meti Astuti

tampaknya tidak seroyal seperti se-
belumnya.

Jika opsi utang luar negeri semakin
sulit, pemerintah mungkin akan men-
jual Surat Berharga Negara (SBN) ke
publik. Meski ini solusi jangka pendek,
namun dampaknya tetap berisiko,
terutama jika tidak ada kepercayaan
dari investor. Sementara kalau mence-
tak uang juga menjadi opsi yang berba-
haya, karena bisa memperburuk inflasi
dan menambah tekanan terhadap daya
beli masyarakat.

Dampak ke Dunia Kerja

Ketika pemerintah mengalami kesu-
litan keuangan, dampaknya tidak ha-
nya dirasakan di level kebijakan ma-
kro, tetapi juga di tingkat individu,
khususnya para pencari kerja. Saat ini,
kondisi pasar tenaga kerja sudah cu-
kup berat, dengan banyak perusahaan
yang melakukan efisiensi dalam satu
dekade terakhir. Jika beban ekonomi
terus meningkat dan daya beli masya-
rakat melemah, perusahaan pun sema-
kin enggan merekrut karyawan baru.

Bagi lulusan baru yang belum memi-
liki pengalaman kerja, situasi ini lebih
sulit lagi. Dengan peluang ker-

difokuskan untuk sektor yang benar-
benar bisa menggerakkan ekonomi,
bukan sekadar stimulus jangka pendek
yang efeknya cepat habis. Ketiga, pe-
merintah harus memastikan regulasi
dan insentif yang cukup agar sektor
swasta tetap mampu menyerap tenaga
kerja baru, bukan malah terbebani de-
ngan kebijakan yang mempersempit
ruang gerak bisnis. Keempat, pemerin-
tah bisa menjajaki opsi pembiayaan
lain, misalnya optimalisasi aset negara
yang kurang produktif atau syukur-
syukur bisa mengambil alih aset SDA
untuk dikonversi menjadi uang, agar ti-
dak hanya masuk ke kantong investor
asing atau swasta, tapi kembali kepada
rakyat.

Memang krisis fiskal tidak bisa di-
hindari, tetapi bisa dikelola dengan ke-
bijakan yang lebih cermat dan trans-
paran. Jika tidak segera ditangani,
stagnasi ekonomi ini bukan hanya
berdampak pada angka-angka makro-
ekonomi, tetapi juga pada kehidupan
sehari-hari masyarakat, apalagi gene-
rasi muda yang sedang berjuang men-
cari masa depan. O-f

*) Meti Astuti SEI MEK, Dosen
STEI Hamfara Yogyakarta.
Mahasiswa Doktoral Ekonomi UIN
SUKA Yogyakarta.

ja yang semakin terbatas, ban-
yak yang terpaksa masuk ke
sektor informal atau menjadi
pengangguran berkepanjan-
gan. Hal ini menciptakan efek
domino bagi daya beli dan per-
tumbuhan ekonomi secara ke- -
seluruhan.

Kejelasan Kebijakan

Dalam kondisi ini, pemerin-
tah perlu mengambil langkah
yang lebih terarah dan trans-
paran. Kepercayaan pasar ti-
dak bisa dibangun hanya de-
ngan retorika atau kebijakan
populis semata. Pertama, mi-
salnya, segera merilis laporan
APBN 2025 untuk menghin-
dari spekulasi liar di pasar.
Kejelasan data akan memban-
tu membangun kepercayaan
investor dan masyarakat. Ke-

tup t

1912

pan

Mulai 15 Maret, Plengkung Gading ditu-
amanan pengguna jalan, tetap diuta-
makan.

Muhammadiyah luncurkan becak listrik

-- Tetap komit untuk wong cilik.

Arus mudik diprediksi mulai pekan de-

-- Ritual tahunan yang selalu meng-
harubiru.
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Kelestarian bangunan dan ke-
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dua, anggaran yang ada bisa



